BAB III
KETENTUAN TENTANG WALI

3.1 Pengertian, Kedudukan, dan Dasar Hukum Wali

3.1.1. Pengertian Wali

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau
wewenang syar’i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada
orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang
dikuasai itu, demi kemaslahatanya sendiri. (Mughniyah 1999, 345).
Sebelum membahas lebih lanjut tentang wali, penulis akan
mengemukakan terlebih dahulu tentang beberapa pengertian wali, baik
dari segi bahasa dan istilah.

a.  Pengertian Wali DarigSegi Bamasa (Etimologi)

Sebutan wali erasal dafie® 3 itudsim fa'il dari kata s,
waliyun artinya pel 190). Kamus al-Munjid

pengertian wali men
’Jﬁm‘ : "L-‘S J‘ L;ﬁj‘
wﬁu Slasl> Lg\ JAS\ & JB as) 5

wa UIN IMAM BONJOL

“Wali jamaknya auliya y g, jiran, pengikut, semenda,
dan setiap ora? ADAN suatu perkara atau urusan
seseorang, dikatakan Allah walimu artinya dia melahirkanmu,
menjagamu.” (Ma'luf 1986, 190)

Jy o

Menurut Hibran Masfud kata wali jama’nya adalah s berarti tiap-
tiap orang mengurus pekerjaan orang lain (Masfud 1967, 1677). Kitab
Wabah al- Zuhailiy, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu menjelaskan pengertian

wali, dijelaskan yaitu:

W‘ 9 Z\.é\ u,x.f L‘l i) @Y}j\
Artinya:
“Wilayah menurut bahasa adalah kasih sayang dan tolong menolong”
(Ma’luf 1986, 192)
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Wali secara bahasa mempunyai arti pelindung, penolong, atau
penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain: (Masfud 1967, 1677)
a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban
mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa;
b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang
melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
c. Orang saleh (suci) penyebar agama;

d. Kepala pemerintah dan sebagainya.

Arti wali di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan
konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini
adalah wali dalam pernikahangfyaitu yang sesuai dengan poin b.(Tihami

Sahrani 2009, 89-90)

Melihat penge {iilam gBllami bahwasanya siapa
saja yang menguasai ng, baik orang tersebut
punya hubungan secd yang urusannya berada
ung dengannya seperti ia

bukan kerabat dekat, maka ia dapat dikatakan sebagai wali.Jadi secara

umum wali mle'NalMAMia %d@]&_bertindak selaku
orang yang menguasaM@AN@rusan orang lain atau

melaksanakannya disebut sebagai wali.
Kata wali dalam al-Quran terdapat ayat yang menunjukan kat al-
wilayah dengan makna kasih sayang dan tolong menolong, di antaranya

surat al-Maidah ayat 56 yang berbunyi:

P I Gd 2 ﬁ“/a {,/°/“/// .{"/ }‘/}// _ o -
() Oseadl Jon dbl S OB Vol (21 ol 55y b S50 29

(o

Artinya:
"Dan Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang
yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya
pengikut (agama) Allah Itulah yang pasti menang.” (Qs.al -
Maidah 59)
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Berdasarkan pengertian wilayah tersebut dapat dipahami pengertian
wali yaitu orang yang mengasihi dan menolong, serta dapat dipahami
bahwa yang dimaksud dengan wali menurut bahasa adalah orang yang
membantu dan menolong orang lain.

Secara umum wali adalah seseorang yang karena kedudukannya
berwenang untuk betindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam
perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai

perempuan dalam suatu akad nikah. ( Syarifuddin 2009, 69)

Pengertian Wali Dari Istilah Syarak (terminologi)
Untuk  memperjelas mengenai pengertian wali penulis
mengemukakan beberapa ungkapan yang masih bersangkut paut dengan

wali dalam masalah nikah4Waba uhaili,dalam kitab Figh al-Islam wa

Adillatuhu menge nurut fuqaha sebagai

berikut :

A1 5yl J" Y
Artinya :

“Da |:N'u' MIA Ma}B@N@@ Eemampuan atas
tindakan secara_lang tanpa_adanya sesuatu yang dapat
menghalangi keﬁAﬁ&Néal-Zuhaili t.th, 186)

Abdurahman al-Jaziri mengatakan dalam kitabnya al-Figh ala al-

F o

Mazahib al-Arba’ah yang berbunyi:

Artinya:
“Pengertian wali dalam nikah adalah orang-orang terhenti
(terhalang) sahnya ‘akad nikah, maka tidaklah sah ‘akad tanpada
adanya wali.” (Al-]Jaziri t.th, 26)
Defenisi yang diajukan Wahbah az-Zuhaili mengandung dua inti

dasar, yaitu :

1. Kemampuan bertindak langsung.
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2.  Tindakan kebolehan menikahkan tanpa ada yang dapat menghalangi.
Pengertian wali nikah yang diajukan Abdurrahman al-Jaziri tepatnya
mengacu kepada makna menetapkan sahnya akad nikah. Defenisi ini
nampaknya masih terlalu umum, karena yang menetapkan sahnya nikah
bukan saja pada wali, akan tetapi juga pada sighat dan saksi
Dari beberapa defenisi diatas maka dapat diartikan bahwa yag
dimaksud dengan wali nikah adalah :
1. Orang yang mengambil keputusan atas tindakan orang yang
diwalikan.
2.  Tidak ada yang menghalangi tindakannya.
3.  Tidak sah nikah tanpa adanya dia (wali)

3.1.2. Kedudukan Wali Dala

Keberadaan sé fdalah suatu yang mesti
dan tidak sah akad akukan oleh wali.Wali
ditempatkan sebagai menurut kesepakatan
ulama secara prinsip. itu sendiri wali dapat

berkedudukan sebagai orang yahg bertindak atas nama mempelai

perempuan du ‘IN" lM AM B@M@h persetujuannya
untuk kelangsungan perk@AﬂrAlN(@arifuddin 2009, 70)

Memang tidak ada satu ayat al-Qur’an pun yang jelas secara ibarat
al-nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan.
Namun dalam al-Qur’an terdapat petunjuk nash yang ibarat-nya tidak
menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara
isyarat nash dapat dipahami menghendaki adanya wali.

Diantara ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah

sebagai berikut:Surat al-Baqarah ayat 232;
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Artinya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya,
maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi
dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara
mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan
kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah
dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah
mengetahui, sedang kamugidak mengetahui.”

Surat al-Baqarah ayat/221;

Artinya:
“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih
baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan
janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan
wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya
budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia
menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada
manusia supaya mereka mengambil pelajaran, Surat an-Nur ayat 3
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Artinya:
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-
Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Ibarat nash ketiga ayat tersebut di atas tidak menunjukkan
keharusan adanya wali, karena yang pertama larangan menghalangi

perempuan yang habis iddahinya untuk kawin, ayat kedua larangan

perkawinan antara perémp ah' dengan laki-laki musyrik,

sedangkan ayat ket kan orang-orang yang
masih bujang. Namu Ja ayat itu khitab Allah
berkenaan dengan p epada wali, dapat pula
dipahami daripada Kk flalam perkawinan. Dari

pemahaman ketiga ayat tersebut” di atas jumhur ulama menetapkan

keharusan acd}d N LIVVAML-BONJ O L
Jumhur ulama disaA!N@ayat-ayat kelompok pertama

di atas sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam perkawinan,
menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian hadis-hadis di bawah
ini:

Hadis Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan

lima perawi hadis bunyinya:

ol g5 a8 el 32 13 il Bls
DG of e B T WA E OBls ) Gl
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Artinya:

b.  Hadis Nabi dari Aisy@ly

al-Nasa'i:

Artinya :
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“ Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Syarik bin Abdullah
memberitahukan kepada kami dari Abu Ishak, Qutaibah
menceritakan kepada kami, Abu Awanah memberitahukan
kepada kami dari Abu Ishak, Muhammad bin Busyar
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi
menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu Ishak, Abdullah
bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, Zaid bin Hubab
memberitahukan kepada kami dari Yunus bin Abu Ishak, dari
Abu Burdah, dari#Abu Musa, ia berkata, Rasulullah SAW
bersabda: Tidakegah's nikahan kecuali dengan wali.” (HR.
Ahmad) (gl-Bani 20

pat perawi hadis selain

cCJJa— ,Oﬁc

-
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“Ibnu Abu Umar kepada kami, Sufyan bin Uyainah
memberitahukan kepada kami dari Juraij, dari Sulaiman, dari az-
Zuhri, dari Urwah dari Aisyah, ia mengatakan bahwa Rasulullah
SAW bersabda : setiap perempuan yang dinikahi tanpa seizin
walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal
bilasuami telah menghalalkan farjinya jika ada pertengkaran-
pertengkaran, maka hakim adalah wali bagi orang yang tidak
mempunyai wali.(H.R Imam yang empat selain an-Nasa’i) (al-
Bani 2007, 842)
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Hadis dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi:
Vg 8N 5L g5 Viip po dl Jsmy JB 2 JB & 58 Gl e
() ly arle o oly)) Lomns 314 g5

Artinya:
“Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan
perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri”( HR.
Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni).

Perwalian itu ada yang umum dan ada yang khusus, perwalian yang
khusus adalah berkenaan dengan manusia dan harta benda.Pembicaraan
disini dibatasi pada masalah perkawinan yang berkaitan dengan manusia

dan masalah wali nikah.

Wali dalam suatu pefkawi upakan rukun yang harus dipatuhi

bagi calon mempela bertif@@k mepid@hkannya atau memberi
izin pernikahannya .

Kewalian dalam@giie i : pi walinya yang sah dan
telah memenuhi syara agai wali bagi orang yang

berada di bawah kewaliaannya. | ur ulama menguatkan pendapatnya

dengan serankl*lmhz*jM AM B@:Nd@lls_t Nabi dari Abu
Burdah bin Abu Musa meIPA WACNIGi dan lima perawi hadist :

4.&.94»\"}.44»\‘_} ”/JU Juwyd\upmf d‘u"
| toly Jf 5“ vl'* 3
Artinya:

“Dari Abi Burdah bin Abu Musa, ia berkata, “Rasullah SAW
bersabda ,"Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya
wali.”(al-Bani 2007, 839)

Banyak ulama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh
menikahkan dirinya sendiri dan tidak pula ia diperbolehkan untuk
menikahkan orang lain. pernikahan tidak sah dengan lafazh yang
diucpakanya kerena keberadaan wali disyratkan bagi sahnya akad.

Adapun pihak yang boleh mengadakan akad adalah wali. Rasullah
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bersabda :

& Y R B LAY B e e N B, B 2R
Eyrdal Ul 03l

Artinya:
“Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “jangan
dinikahkan seorang janda sampai ia diperintahkan, dan seorang
perawan hingga ia diizinkan dan ijinya (persetujuanya) dengan
diam.”Muttafaq Alaih (Bukhari 1971, 174)

Golongan Hanafiyah dan Syiah Imamiyah yang tidak mewajibkan
adanya wali bagi perempuan dewasa dan sehat akal, menanggapi hadist
pertama diatas dengan menyatakan bahwa hadist tersebut mengandung

dua arti:

Pertama: tidak sempur perkawinan tanpa adanya wali
bukan berarti tidak

Kedua: bila kat dak sah, maka arahnya
adalah kepada perent au tidak sehat akalnya,
karena terhadap dua p Hanafiyah, seperti ulama

jumhur, juga mewajibkan adanya

Pembele&, l—NaflyM AMapB@N@O}Elg dikemukakan
jumhur ulama, ulama Hanleﬁ Ne@mukakan hadist Nabi yang

mendukung pendapatnya. Hadist Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat

Muslim yang berbunyi:

s oo Lty 31 ol
Artinya:
“Janda itu lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya” (HR.
Muslim ) (Sabiq 2015, 374)

Al e Lol o

Artinya:
“Tidak sah urusan wali terhadap perempuan yang sudah janda”.
(Sabiq 2015, 375)
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Untuk menguatkan pendapatnya dalam memahami ayat-ayat al-
Quran tersebut untuk menetapkan tidak wajibnya wali bila
melangsungkan perkawinan itu adalah perempuan yang sudah dewasa
dan sehat akal.Dua kubu yang berbeda secara prinsip dapat dirincikan
sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyah dan ulama Syi’ah Imamiyah berpendapat bahwa
untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat
diwajibkan adanya wali yang akan mengakadkan perkawinannya.
Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya
dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya
wali.

b. Ulama Syafi’iyah dan ulama Hahabilah berpendapat bahwa setiap

akad perkawinan/dila wali) baik perempuan itu dewasa
atau masih

tidak. TidaK

An, sehat akal ataupun
agi  perempuan untuk

mengakadka
C. Pendapat Ima Asyhab wali mutlak dalam

suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali.

NamLUrllelM/AMbB @N J@lﬂaan wali hanya
sunnah hukumnPAaDAN@ib, ia menukilkan bahwa

keberadaan wali hanya diwajibkan bagi perempuan yang
bangsawan dan tinggi martabatnya.

d. Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang
masih kecil atau tidak sehat akalnua diwajibkan adanya wali,
sedagkan perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah
izin wali untuk melangsungkan perkawinan. (Syarifuddin 2007,
74)

3.2 Dasar Hak Wali
Wali merupakan persyaratanmutlak dalam suatu akad nikah.

Sebagian fugaha’ menamakanya sebagai rukun nikah, sedangkan sebagian
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yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah pendapat ini adalah
sebagian besar para ulama. Mereka beralasan dengan dalil al-Quran dan

Hadist sebagai berikut:

- - }w - , od

Q)-Q-b-’ qu‘)v.l.w \) J.@.]a| ﬁé)‘ﬁ)ﬁﬁ“

Artinya:
“ Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa
iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka
kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat
kerelaan di antara_mierekaedengan, cara yang ma'ruf [tulah yang

kepada Alld
suci. Allah
Baqarah: 232

bgbaik bagimu dan lebih
mengetahui.” (Qs al-

Asbab al-nuzul an suatu riwayat yang

dikemukakan bahwa

perempuannygjerNa 1A1Mla i
diceraikanya dengan sat

berdua ingin kembali, mPADA

Khatab untuk meminangnya. Ma’'qil menjawab: “Hai orang celaka aku

mengawinkan saudara
& ta lama kemudian
is masa iddahnya mereka

#aki tadi bersama Umar Bin

memuliakan kau dan aku kawinkan dengan saudaraku, tapi kai ceraikan
dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu, maka turunlah
ayat tersebut”. Ayat diatas melarang wali untuk menghalang-halangi
hasrat perkawinan kedua orang itu. Setelah Ma’'qil mendengar ayat ini,
maka ia berkata: “aku dengar dan aku taati Tuhan”. Dia memanggil orang
itu dan berkata: “aku nikahkan engkau kepadanya dan aku aku
memuliakan engkau” (Saleh 1981, 78)

Mempelajari sebab-sebab turun ayat ini dapat disimpulkan bahwa

wanita tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri tanpada adanya wali. Ayat
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ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun dan

syarat nikah. Sebagaimana Rasullah SAW bersabda:
PRI G o P WU . Y W 05 PO [ RO N PR

z -

ggc%ﬁ&ﬁw M\@M&Sdbcdﬁw\.@ﬁ-&ﬁcw db\
(22D V) AT st 4 2y Y 2 £l B2IG 13523

N0

Artinya:
“Dari Aisyah, Rasullah SAW, bersabda sipa diantara wanita yang
menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal, jika lelakinya telah
menyenggamanya maka ia berhak atas maharnya, karena itu telah
menghalalkan kehormatanya, jika pihak wali enggan menikahkan
maka hakimlah yahgbe menjadi wali bagi seseorang yang

aud, Ibnu Majah dan

Menurut Jumhu fah tanpa wali. Mereka

berpendapat bahwa af ikahkan dirinya sendiri,

maka hukumnya tidak sah atau bat®.

Berbeda@r'N WFMWMﬂ B@Nedc@u)ahwa wali tidak

termasuk salah satu syarP)A N\ rut mereka, seorang wanita
yang baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri, atau menjadi
wakil dalam pernikahan. Akan tetapi apabila lelaki yang akan dinikahkan
itu tidak sepadan atau sebanding denganya (kafa’ah), maka wali berhak
menghalangi pernikahan tersebut. Hal ini disebabkan, keberadaan wali
dalam perkawinan hanya bersifat penyempurna dan anjuran bukan
menjadi syarat sah suatu perkawinan. (Dahlan 1996, 1336)

Di dalam Hadist Rasullah SAW terdapat dasar hukum perlunya wali

dalam pernikahan. Diantara Hadist yang memerintahkan perlunya wali

dalam pernikahan yaitu Hadist dari Abi Buraidah ibn Musa yang berbunyi:
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Artinya:
“Dari Abi Buraibah bin Abi Musa, dari Bapaknya ra. Ia berkata:
Rasullah SAW bersabda: ““tidak ada nikah melainkan dengan

adanya wali”. (HR. Ahmad dan imam yang empat). (al-Asqani tt,
204)

Berdasarkan sabda Nabi di atas, jelaslah bahwa sahnya suatu
pernikahan ditentukan dengan ada atau tidaknya wali dalam pelaksanaan

pernikahan.

Syarat dan Macam-Macam Wali

Adapun yang menjadi sy. macam dari wali adalah sebagai
berikut:
Syarat Wali
Syarat adalah h sing-masing unsur yang
menjadi bagian dari su peristiwa hukum. Akibat

tidak terpenuhinya syarat perist™a hukum, namun perbuatan atau

peristiwa huku |eN3b'MaAtMaB<@.de®\I1_2010,9Z)
Adapun syarat sespAﬂﬁN)Gndak sebagai wali (dalam

pernikahan) adalah merdeka, berakal, dan baligh. Hal ini adalah syarat
yang berlaku umum, baik muslim maupun non muslim, akan tetapi jika
orang yang berada di bawah perwaliannya itu muslim maka walinya juga
harus seorang yang muslim. Bagi wali yang tidak muslim maka tidak ada
wewenang baginya untuk menjadi wali bagi wanita yang muslim.

Sebagaimana firman Allah SWT surat an-Nisa’ ayat 141:
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Artinya :

“ Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-
orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman.
( Departemen Agama RI. 101)

Adapun seseorang berhak menjadi wali adalah bila memenuhi syarat

sebagai berikut: (Syarifuddin 2009, 76-78)

ISR

- e oA o

Telah dewasa dan berakal sehat
Laki-laki
Muslim

Orang merdeka

Tidak berada dalam pe tau mahjur alaih.

Adil dalam art Sl 10 ' @@ n dosa besar dan tidak
sering terlibat ap memelihara muruah
atau sopan santt

Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau untuk umrah.

UIN IMAM BONJOL
Kompilasi Hukum ISPAI@ASN\@I’IW&I seorang yang bertindak

menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum

Islam yakni muslim dan akil baligh (Pasal 20 Ayat 1 Kompilasi Hukum

Islam).

Mahmud Yunus dalam bukunya Hukum Perkawinan Dalam Islam

menjelaskan bahwa syarat-syarat seseorang boleh menjadi wali ialah:

(Yunus,1964:54)

1.

2
3.
4

[slam (orang kafir tidak sah menjadi wali).
Baligh (kanak-kanak tidak sah menjadi wali).
Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali).

Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali).
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5. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali).

Macam-Macam Wali

Wali nikah ada empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim (sultan),
wali tahkim, dan wali maula: (Tihami dan Sahrani 2009, 95)
Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan
wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab
terdapat perbedaan pendapat diantara wulama fikih. Imam Malik
mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas ‘ashabah, kecuali anak
laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Selanjutnya, ia mengatakan anakulaki-laki sampai ke bawah lebih

utama, kemudian ayah sdmpai emudian saudara-saudara lelaki
seayah seibu, kemuighilg, i i 'Seg seibu, kemudian anak
laki-laki dari saudard
laki dari saudara laki
ke atas.

Dalam al-Mugni terdapat keterangan bahwa kakek lebih utama

daripada sau(lg’e' Nll'iMiA MkB@Nrd@-lgki karena kakek
adalah asal, kemudian paPmA Ni@hak ayah berdasarkan urut-

urut saudara-saudara laki-laki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (al-
Maula).

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali agrab (dekat) dan wali
ab’ad (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali agrab adalah wali
nomor urut 1, sedangkan nomor 2 menjadi wali ab’ad. Jika nomor 1 tidak
ada, maka nomor 2 menjadi wali agrab, dan nomor 3 menjadi wali ab’ad,

dan seterusnya.
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Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab’ad adalah sebagai
berikut:
1.  Apabila wali aqrabnya non muslim
Apabila wali aqrabnya fasik
Apabila wali aqrabnya belum dewasa

Apabila wali aqrabnya gila

i W N

Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.
Dalam kitab Figh ‘Ala Mazahahib al-Arba’ah dijelaskan bahwa wali

terbagi kepada dua macam:
e o am e g 4 2 Lo e ) S iy
wt st gy oLz w3l O BVl

Artiya:
ujbir yaitu wali yang
likan kepadanya tanpa
erempuan tersebut dan
tanpa memp&a3 3 allya perempuan tersebut,
dan yang ked
Wali Hakim N J O
Wali hakim aNah MA(Mdagthm atau qadi, Rasulullah SAW.
Bersabda:
s}\uTrij&sw&\dyjdﬁ:aﬁwudﬁ
55 06, e M b LS Ly 031 i conSS
Y e thy Olaled 1y Las 06 Lgte Lol L b Ll s
(Jjb L}T o\)J ) A.S ”Z}j
Artinya:

“Diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah SAW
bersabda. “Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari Walinya
mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka
wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila
terjadi perselisihan, maka sultan (penguasa) adalah wali bagi
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mereka yang tidak mempunyai wali.” (HR. Abu Dawud)(Al-
Bani2007, 810)

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: pemerintah

(0L, Khalifah (pemimpin), penguasa, KUA atau gadi nikah yang diberi

wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali

hakim.Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika

dalam kondisi-kondisi berikut:(Tihami dan Sahrani 2009, 97)

1. Tidak ada wali nasab

2.  Tidak cukup syarat-syarat pada wali agrab atau wali ab’ad

3.  Wali aqrab ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh * 92,5 Km atau
dua hari perjalanan

4.  Wali agrab di penjara atau tidgk bisaditemui;

5. Wali agrabnyg ‘adhal

6. Wali agrabnya it)

7.  Waliaqrabnya s

8.  Wali agrabnya sé

9.  Wanita yang dini an 2 ¥pi sud@ dewasa dan wali mujbir
“““UIN IMAM BONJOL

Wali hakim tidak EABANG (Tihami dan Sahrani 2009,

98):

1.  Wanita yang belum baligh

2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu

3.  Tanpa seizin wanita yang akan menikah

4.  Wanita yang berada di luar wilayah kekuasaannya.

Hakam

Dapat juga bertindak menjadi wali, seorang yang masih masuk

keluarga si calon pengantin dan dapat pula dari keluarga ibunya. Bahkan

dalam pemikiran yang lebih jauh lagi dai lingkungan penganut ajaran
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bilateral dalam hukum kekeluargaan Islam, bahkan wanita pun menjadi
wali nikah.(Tihami dan Sahrani 2009, 99):
Wali Mujbir dan wewenagnya

Adapun yang dimaksud dengan wali mujbir adalah:
olo)s 43 Ogdy BV ade A e oy =9 P& J a2 Lo

Artinya:
“Wali Mujbir adalah orang yang mempunyai hak menikahkan
orang yang berada di bawah perwalianya tanpa meminta izin dan
kerelaan dari orang yang berada di bawah perwalianya”. (al-Jaziry
1967, 26)

Melalui kutipan di atas diketahui bahwa yang dimaksud dengan wali

mujbiradalah wali yang berhak megikahkan orang yang berada di bawah

di bawah perwalia i d e ' atau tidak. Dengan
demikian dapat juga tersebut memiliki hak
ijbar (hak memaksa mpuan yang berada di
bawah perwaliannya.

Mengenai wali mujbir terdapatﬁrbedaan pendapat ulama. Hal ini

Ui
dapat dalam UIILNSLMAMJ rkawinan yang
dikarang oleh Kamal MukiBA@AN@iapat itu adalah, menurut al-

Syafi’i yang termasuk kedalam wali mujbir itu adalah bapak, kakek, dan
seterusnya ke ata. Sedangkan wali-wali yang lain tidak termasuk ke dalam
kategori wali mujbir . menurut Hanafiah berpendapat bahwa semua wali
nasab menjadi wali mujbir. Pendapat ini tidak membedakan antara wali

mujbir dengan ghairu mujbir. Hanafiah berkata sebagai berikut:
E e JS 10 A

Menurut jumhur ulama wali mujbir ini boleh mengawinkan anak
wanitanya yang belum Baligh tanpa harus minta izin terlebih dahulum

kepada anak wanitanya. Apabila wanita itu sudah baligh berakal, maka
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walinya harus meminta izin terlebih dahulu kepada anak wanita yang

akan dinikahkan itu. Sabda Nabi SAW yang berbunyi:
M&T@\kjwmw&www JB ke ol s

Ll b el S g Ly e

Artinya:
“Dari Ibn Abbas ra berkata: Nabi SAW bersabda: janda lebih
berhak terhadap dirinya dari pada walinya sedangkan wanita
perawan itu diminta izinnya oleh bapaknya”. (Abdul Baqi tt, 1036)

Hadist di atas dapat dipahami bahwa terhadap wanita perawan
diminta izinya diwaktu akan dinikahkan oleh bapaknya supaya
menyenangkan hati wanita perawamitu.

Menurut Imam Abu Hanifah orang =orang yang perlu memakai wali

mujbir itu ialah terhadap dan orang gila. Wali boleh

menikahkan anak ¢

dinikahkanya bila: (a

persetujuan dari yang

1.  Antara bapak

Antara kedua : ida a permusuhan

Mahar dari perkawinan itu tidak kurﬁ dari mahar mitsil
al1|1,11

Calon i

a y
Calon suami seka[RAQAaNl@rempuan

Kondisi dan watak calon suami tidak mengakibatkan kehidupan

o 1o W

anak perempuan itu teraniaya.

Syafii, Maliki dan Hambali berpendapat: jika wanita yang baligh dan
berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada
wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak
boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebalinya
wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu wali. Namun,

pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh
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wanita tersebut tidak berlaku sama sekali. Walalupun akad itu sendiri

memerlukan persetujuanya. (Mughniyah 1999, 345)

Wali Tahkim
Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau
calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah : calon
suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “saya
angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si ..... (calon istri)
dengan mahar .... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang
hati”. Setelah itu, calon istri juga menucapkan hal yang sama. Kemudian
calon hakim itu menjawab, “ saya terima tahkim ini”.Wali tahkim terjadi
apabila:
1.  Wali nasab tidak add

2. Wali nasab gh ergiaiiSejau hari perjalanan, serta

3. Tidak ada ghadi i i@, talak, rujuk .
5. Wali Maula, ad kan budaknya. Artinya,

majikannya sendiri. Laki-laki” boleh menikahkan perempuan yang

berada ldl'aN IMAIMB Bi@nNaJuan itu rela
menerimanya. MakstMNGini terutama adalah hamba

sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.(Mahmud Yunus 1964,
44)

Berpindah Hak Perwalian

Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kapada wali yang lain
baik dari nasab maupun dari nasab ke hakim. Maliki dalam hal ini
berpendapat bahwa jika wali dekat tidak ada, maka perwaliannya pindah
ke wali jauh, sedangkan Syafii berpendapar bahwa hak perwalianya pindah
kepada hakim. Perbedaan pendapat ini bersumber pada perbedaan mareka

atas apakah tidak adanya wali tersebut sama dengan kematian yang
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sebelumnya telah disepakati keduanya jika wail dekat mati perwalianya
pindah ke wali jauh.

Perpindahan wali ini disebabkan antara lain karena:
1.  Ghaibnya wali aqrab

Wali aqrab ghaib dalam hal ini, tidak ada di tempat dan tidak
diketahui keberadaanya, Hanafi berpendapat bahwa perwalian pindah
kepada urutan selanjutnya (wali ab’ad) dan apabila suatu saat aqrab
datang, dia tidak dapat membatalkan pernikahan tersebut karena
kegaibanya sama dengan ketiadaannya demikian juga Malik. Sedangkan
Syafii berpendapat bahwa perwalianya pindah ke hakim. Jika wali agrab di
penjara dan tidak memungkinkan untuk menghadirkanya walaupun

jaraknya dekat maka ia dianggdp jauh. Demikian juga jika wali dekat tidak

diketahui alamatnya walaipun K'tempat tinggalnya.
2. Perselisihan

Dalam hal terjé ali (selain wali mujbir)
dalam satu thabaqat

tidak lain disebabkan

pindah ke hakim. Hal itu
hh sebagai penengah yang

tidak bisa di gugat oleh wali-wall yang sedang berselisih di samping

posisinya sebdgdi N ANEAM-BOQNJ @ Ly nasan.
3.  Walinya Adhal P A D A N G

Walinya adhal dalam hal ini, maka perwalian pindah ke tangan hakim
yang dalam prakteknya di Indonesia prosedur penetapan adhalnya wali
dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkan tidaknya alasan
penolakan dari wali karena jika alasanya benar dibenarkan oleh
pengadilan maka perwalianya tidak berpindaj kepada orang lain karena ia
dianggap tidak adhal menghalangi. Maka dengan begitu hak perwalian
adhal akan berpindah langsung kepada wali hakim tanpa harus berpindah
kepada wali nasab yang lain.(Mahmud Yunus 1964, 52-56)
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3.5 Urutan Hak Kewalian

S

© x® N o

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi
wali dalam arti selama masih ada wali nasab , wali hakim tidak dapat
menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang
lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang
qarib.Bila wali qarib tersebut tidak memenuhi syarat baligh, berakal,
Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah
kepada wali ab’ad menurut urutan tersebut di atas.Bila wali garib sedang
dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali
ab’ad, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum.

Mengenai urutan orangsorang. yang berhak menjadi wali ulama

berbeda pendapat. Menurut afi'i Orang-orang yang berhak

menjadi wali ialah, d Yunus 1964, 55)
Bapak, nenek (bapak e atas.
Saudara laki-laki kand
Saudara laki-laki sebap

Anak laki-laki dari saudara laki-laki'kandung.

anak laki-lak{ PN MM BONJ OQdusnya sampai ke
PADANG

Paman (saudara dari bapak) kandung.
Paman (saudara dari bapak) sebapak.
Anak laki-laki paman kandung.

Anak laki paman sebapak dan seterusnya sampai ke bawah.

Menurut mazhab Hanafi urutan wali ialah menurut tertib di bawah
ini: (Mahmud Yunus 1964, 56)
Anak laki-laki, cucu dan seterusnya sampai ke bawah.
Bapak, nenek (bapak dari bapak) dan seterunya sampai ke atas.

Dan seterusnya seperti termaktub dalam mazhab Syafi’i.
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Kalau wali-wali yang tersebut di atas tidak ada, maka yang menjadi
wali ialah sebagai tertib berikut:
Ibu.
Ibu dari bapak.
Anak perempuan.
Anak perempuan dari anak laki-laki
Anaka perempuan dari anak perempuan.
Anak perempuan dari cucu laki-laki.
Anak perempuan dari cucu perempuan dan begitulah seterunya sampai ke
bawah.

Bapak dari ibu.

Saudara perempuan kandung.
Saudara perempuan
Saudara seibu dan a
Bibi (saudara peremp
Saudara laki-laki dari i

Saudara perempuan dari ibu.

Anak perempum p'iMAkMeB@Nd@llya dan begitulah
seterusnya sampai ke bavxPA D A N G

Menurut mazhab Maliki wali-wali menurut tertib di bawah ini:
(Mahmud Yunus 1964, 57)
Bapak.
Washi (orang yang menerima wasiat dari bapak).
Anak laki-laki, meskipun anak tersebut dari sebab perzinaan.
Cucu laki-laki.
Saudara laki-laki kandung.
Saudara laki-laki sebapak.

Anak laki-laki dari saudara kandung.
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Anak laki-laki dari saudara sebapak.
Nenek sebapak.

Paman kandung.

Anak paman kandung.

Paman sebapak.

Anak paman sebapak.

Bapak dari nenek.

Paman dari bapak.

Orang yang mengasuh perempuan.

Menurut mazhab Hanbali tertib wali-wali itu seperti di bawah ini:
(Mahmud Yunus 1964, 58)
Bapak.
Washi.

Nenek (bapak dari b paAlKe bawabh.
Anak laki-laki.
Cucu laki-laki dan sete

Saudara kandung.

saudara sebal [N [MAM BONJOL
Anak laki-laki dari saudarMm N G

Anak laki-laki dari saudara sebapak, kemudian anak-anaknya sampai ke
bawah.

Paman kandung.

Paman sebapak.

Anak laki-laki dari paman kandung.

Anak laki-laki dari paman sebapak, dan seterusnya sampai ke bawah.
Paman nenek.

Anak laki-laki dari paman nenek.

Paman bapak dari nenek, kemudian anak-anaknya sampai ke bawabh.
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Apabila tidak ada wali seperti yang dikemukakan oleh ke empat
ulama di atas maka yang menjadi wali ialah sultan, kemudian

hakim.(Yunus 1964, 59)
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